
 
 

83 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tradisi Manyunduti 

boru Tulang Pada Pernikahan Suku Mandailing Perspektif hukum Islam Studi 

kasus di Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Asal-usul tradisi manyunduti boru tulang di Desa Pasir Tuntung Kecamatan 

Kota berasal dari pengaruh Raja Hasyim Nasution, seorang raja dari suku 

Mandailing yang diangkat oleh Kerajaan Kota Pinang untuk memerintah 

pada tahun 1911 di kampung yang dulu bernama Kampung Rambah. 

Karena Raja Hasyim berasal dari Mandailing, ia menerapkan adat istiadat 

suku Mandailing di wilayah tersebut, termasuk tradisi manyunduti boru 

tulang. Tradisi ini diwariskan dari leluhur yang berasal dari Tapanuli 

Selatan, tempat asal suku Mandailing yang mendirikan Desa Pasir Tuntung. 

Tujuan tradisi manyunduti boru tulang ialah menjaga hubungan 

kekerabatan secara dekat dengan iboto (saudara kandung) atau saudara 

laki-laki kandung dari ibu, melestarikan adat dan tradisi, dan menambal 

status persaudaraan yang telah ada agar semakin dekat dan tetap terjaga. 

2. Sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi manyunduti boru tulang di Desa 

Pasir Tuntung ialah sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi  manyunduti 

boru tulang adalah gabungan sebuah ritual dan ceremonial. Tradisi 

manyunduti boru tulang dimulai dengan penyerahan indahan tukkus ( 

rantang berisi gulai ayam, nasi, dan sehelai kain) ke rumah paman, yang 

diserahkan oleh bibi. Tahap ini disebut mangalehen tanda, sebagai simbol 

bahwa anak perempuan tulang  akan dilamar secara resmi oleh anak laki-

laki ambou. Secara otomatis ketika indahan tukkus telah diserahkan maka 

lamaran  bibi (ambou) diterima dan akan dilakukan prosesi lamaran resmi, 

meskipun tidak meminta pendapat perempuan terlebih dahulu. Setelah 
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penyerahan indahan tukkus terlaksana, bibi (ambou) dan ketua adat 

(harajoan) untuk mendatangi rumah paman (tulang) untuk merundingkan 

jumlah mahar (boli) yang di sepakati kedua belah pihak.  Lamaran resmi 

dilaksanakan 1 hari setelah penyerehan indahan tukkus, dalam prosesi 

lamaran dilakukan penyerahan mahar (boli) berupa uang dan emas, acara 

lamaran tersebut dihadiri kedua belah pihak keluarga mempelai, tokoh 

adat, dan tokoh agama. Apabila pihak perempuan membatalkan lamaran 

dikenakan denda lebih berat yaitu mengganti dua kali lipat mahar yang 

telah diserahkan pihak laki-laki. Denda jika laki-laki membatalkan lamaran 

yaitu mahar yang telah diserahkan kepada pihak perempuan tidak dapat 

diminta kembali. 

3. Pespektif Hukum Islam terhadap tradisi manyunduti boru tulang di Desa 

Pasir Tuntung, praktek dan sistem lamaran pada tradisi manyunduti boru 

tulang tidak sesuai dengan Nash (Al-qur’an dan Hadist) serta hukum 

perkawinan Islam. Karena di lihat dari sistem lamaran (khitbah) yang 

dijelaskan di atas tidak sesuai dengan syariat Islam serta konsep khitbah 

dalam Islam, karena terdapat unsur-unsur yang melanggar syariat dalam  

pelaksanaannya.  

    Beberapa aspek dalam tradisi ini yang bertentangan dengan hukum Islam 

antara lain: 

a. Berdasarkan wawancara penulis dengan 4 perempuan yang dilamar dan 

menikah melalui tradisi manyunduti boru tulang menyebutkan Adanya 

unsur paksaan terhadap perempuan untuk menerima lamaran. 

b. Hilangnya hak perempuan untuk memberikan jawaban ketika dilamar, 

dan tidak adanya  kebebasan bagi perempuan dalam menentukan 

pasangan hidupnya. 

c. Penerapan denda yang tidak adil dalam pembatalan lamaran, dalam 

Islam lamaran (khitbah) tidak memiliki konsekuensi hukum berupa 

denda atau sanksi sosial jika dibatalkan. Oleh karena itu, praktik 

manyunduti boru tulang, sebagaimana dilakukan di Desa Pasir Tuntung, 
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bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, karena 

menghilangkan hak perempuan, menyebabkan kerugian, dan tidak 

sesuai dengan ajaran Islam mengenai pernikahan. 

 

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis 

memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul 

skripsi ini yaitu : 

1. Sebaiknya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Desa 

Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten labuhan Batu 

Selatan memberikan perhatian khusus untuk meninjau kembali 

mengenai sistem dan tata cara pelaksanaan tradisi manyunduti boru 

tulang, agar tata cara pelaksaan tradisi manyunduti boru tulang di 

sesuaikan dengan syariat islam. Penerapan denda dikeluarkan dari 

masyarakat adat sebaiknya jgn dikenakan sampai kepada 

keturunan-keturunan pihak yang melanggar tradisi manyunduti 

boru tulang, cukup pihak yang melanggar saja yang dikenakan 

denda sosial tersebut. 

2. Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan 

penelitian yang akan datang, serta bagi peneliti yang akan datang 

agar penelitian ini dapat membantu dan menambah referensi untuk 

penelitian yang akan dilakukan nantinya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti Pelaksanaan Tradisi 

Manyunduti Boru Tulang Pada Pernikahan Suku dengan Perspektif 

yang lebih luas. Contohnya adalah dengan perspektif urf, maslahah 

mursalalah, dll. 
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